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Mengingat

BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

. a bahwa untuk mcaksanakan pembangunan dacrah yang

berbasis pada kepentingan masyarakat Kabupaten .Jepara
Tahun 2013 dan sesuai dengan ketentuan pasal 137 ayat (1]
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Perasturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
den Evaluasi Pelaksanasn Rencana Pembangunan Daerah,
SKPD menyusun Renja SKPD dan Rancangan Renja SKPD
ditetapkan oleh Bupai;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2013,

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenlang

Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  teniang

Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor 4437), scbagaimana telah
bebarapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 entang
Perncrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan lLembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
4700);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor
5234},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \entang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonecsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahup 2006 wntang Tata
Cara Penyusunan Rencana  Pembangunan  Nasional
(lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
+H64};

& Peruturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengedalian dan Evalasi
Pelaksanan Rencana Pembangunan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Repubik [ndonesia Nomor
4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006
lenlang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
schagaimana telah bebermpas kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedus Atas Peraturan Mentenn Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 54 Tahun 2010
tentang Prlaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Taa Cara Penyusunan,
Penpendalian dan  Evaluasi Prlaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ([Berita Negaras Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517});

11. Peraturan Dacrah Kabupaten Jepars Numor 2 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dmacrah
Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daecrah Kabupeten Jepara  Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jcpara Nomor 11 Tahun 2012
tentang Rencana Pembuangunan Jangka Mcenengah Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (Lembaran Dacrah
Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tuta
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Jepara {Berila Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor
55k

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN
2013.



Pasal |

Fencana Kera Satuan Kerja Perangiat Dacrah (Renja SKPD) Kabupaten Jepara
Elhhm 2013 merupakan Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
un

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Saluan Kerjp Perangkat Daecrah (Renja SKPD)
Kabupaten Jepara Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

BAB | :  Pendashuluan.

BAB Il : Evaluasi Hasil Pclaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 Den Capaian
Kinerja SKPD.

BABIII : Tujan sasaran

BAB IV : Program dan kegiatan memuat :
a. Indikator kinerja.
b. Kelompok sasaran
¢. Lokasi kegiatan.
d. Keburtuhan dana indikatif, dan
¢ Sumber dana.

BAB V : [Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Deerah [Renja SKPD] Tahun 2013
merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Saluan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Jepara dalamn merencanakan dan melaksanakan
kegiatan tahun anggaran 2013.

Pasal 4

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten Jepara (Renja SKPD)
Tahun 2013 beserta matriknya yang terdin dan 38 ( Tiga Puluh Delapan) SKPD
schagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.



o

uran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasel 5

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanpgal 2 NOW\'IW' 203

AHMAD MARZUQ!

Diundangkan d Jepara

pada tanggal 1% Nopomber Jon
BEKRET ARIS DAERAH

KABUPATEN JEPARA,

'LIH

BERITA DAERAH JUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 68



PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanasn Pembangunan Daerah {Renja Bappeda) Kabupaten
Jepara Tahun 2011 memegang peranan yang sangat penting ssbagai dokumen perencanaan
pembangunan tahunan dasrah Ren@ Bappeda Kabupaten Jepara Tahun 2013 menad acuan
dan pedoman bagl Bappeda dalam melgksanakan program dan kegiatan d tahun 2013

Keberhasdan pelaksanaan dokumen in, disamping sangat tergantung pada kesiagan dan
kemampuan semuz komponen masyarakat, bak sksskutf legislatf, dunia usaha kelompok
kepentwgan, maupun kelompgk Masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan ogieh skap mental
tekad dan semangat, ketaatan, keujuran dan dispin dari Setiap pelaky pembangunan Faktor-
faktor in dicerrinkan pada kualtas dan profesionsiisme dalam pengelclaan psmbangunan yang
mencakup aspek perencansan, pélaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi
yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menj@di optimal.

Dengan demikian, hasi-hasii pembangunan diharapkan deagat merata d seluruh witayah
dan lapisan masyarakat, mampu meningkstkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan skonom)
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabidas yang maniap

BUP AN JEPARA

AHMAD MARZUQ!



